
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
NOMOR ;z TAHUN 2021 

'IlENTANG 
TATA CARA PEJANGANAN PENGADUAN 

DALAM UPAYA PEMBERA�TASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN 

DENGAN RAHMA'lj TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR $UMATERA SELATAN, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan ftemerintah Daerah, Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP)I wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan 
penyimpangan yarjg dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat; 

b. bahwa dalam ran&ka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah 
Provinsi Sumaterf Selatan yang bersih, bebas dari korupsi, 
kolusi, nepotismej dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan tparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 08/M.PAN•RB/06/2012 (Whistleblower System) Tindak 
Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan kepada 
pihak yang melaporkan terjadinya penyimpangan secara 
bertanggung jawab; 

c. bahwa dalarn u�aya pemberantasan tindak pidana korupsi 
perlu mendorong beran serta pegawai di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatefa Selatan dan/atau masyarakat untuk 
menyarnpaikan p�ngaduan mengenai terjadinya penyimpangan 
yang berindikas( tindak pidana korupsi sebagai wujud 
Pembangunan Zdna Integritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud I 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan GuberQur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan 
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun � 945; 

2. Undang-Undang fomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I pumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesfa Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Pemerintahan yaryg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Kbrupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nompr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo� 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

� 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor � 150); 

5. Undang-Undang I Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
I 

Pemberantasan '.I'indak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negip-a Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua atas Undp.ng-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik )ndonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negaral Republik Indonesia Nomor 6409); 

6. Undang-Undang �omor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan KorbSj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone:;ija Nomor 5602); 
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I 
7. Undang-Undang 1omor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 611 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Jomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tamiahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembara1 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

1 
10. Undang-Undang !'iomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebakaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua

1
atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peratu.ran PemeAtitah · Nomor ·6u�rahun ·:200� tencang-.:mrn::u1 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun T008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemeriptah Nomor 53 Tahun 2010 tent.ang Disiplin 
Pegawai Negeri $ipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nombr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor f 135); 

13. Peraturan Pemep.ntah Nomor 96 Tahun 2012 tenta.ng 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 2f5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

14. Peratur8..11 Peme[i ntah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegalvai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ·2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonefia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
Lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 tentang N,Janajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik lrndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
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15. Peraturan I. PemeQTitah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Dae rah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambkhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemeri,tah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (1fmbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ($250); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Penccg:bian Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang 
Pembentukan Pro�uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun �015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 t;entang_Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara ReJublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Z<l>na lntegritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan WIJ.ayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun )2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reforpiasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Jntegritas menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi dati Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Jnsknsi Pemerintah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

20. Peraturan Daer� Nomor 14 Tahun 2016 tcntang Pembentukan 
dan Susunan P�rangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

I 
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Nomor 14 TahuJ 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); 

21. Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan 

0rganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi lnspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020 Nomor 2). 

MELUTUSKAN: 
I 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENANGANAN 
PENGADUAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TTNDAK PIDANA 
K0RUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA 
SELATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

I Pasal 1 
Dalam Peraturan Giubernur ini, yang dirnaksud dengan 
1. Provinsi adalahlProvinsi Sumatera Selatan. 
2. Pemerintah Prtvinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 
::S. t;u·oernur aaa'1ah Ou'oernur ':'>UJnai.era "=>e'1aucn. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Sumatera Selatlm. 
5. Perangkat Dae�ah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan I Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraJi Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Diierah. 

6. Jnspektorat adalah lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah/orang yang bekerja 
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat/Pegawai adalah 
Gubernur, w+l Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Ca.Ion 
Aparatur Sipilj Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Dewlm Pengawas BUMD, Direksi BUMD dan 
Pegawai BUMD. 

8. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Daerah. 

9. Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagairnana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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tentang Pember�ltasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah delgan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
ten tang Pemberantasan 1'indak Pidana Korupsi. 

10. Pelapor adalah kasyarakat dan/atau pejabat/pegawai yang 
melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan 
Pemerintah Provlnsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. 

11. Masyarakat adf1-lah orang perseorangan Warga Negara 
Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi 
Kemasyarakatanl. 

12. Laporan adalah informasi dugaan tindak pidana korupsi yang 
disampa.ikan oleh Pelapor. 

{ 13. SaJuran Penga<\uan adaJah sarana yang digunakan untuk 
melaporkan pela,hggaran. 

14. Pengelola Pengaduan adalah lnspektorat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatab. 

15. Whistleblowing {3ystem adalah mekanisme penerimaan dan 
penanganan pe�gaduan dugaan tindak pidana korupsi yang 
tclah tcrjaclij a tau akan terjadi melibatkan 
r'r��jtkuAl]Y'ei'"(f�Tggara 9.-'v�nci �,'i�?.£ .. 

Provinsi Sumatd a Selatan. 

T"\,..,r,.,...�h /Oononr�i -..... v.-.--•, .. ...  o-··-

16. Aplikasi Whistleplowing System adalah media elektronik yang 
disediakan unNk Pelapor yang memiliki informasi dan ingin 
rnelaporkan suabi dugaan tindak pidana korupsi. 

17. Laporan Hasil Investigasi yang selanjutnya disingkat LHI 
adalah laporanj akhir terhadap hasil pemeriksaan dugaan 
Lerjadinya tindak pidana korupsi atas pengaduan. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBDrdalah rencana keuangan tahunan Daerah. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai: 

a. acuan dala.m penanganan pengaduan dugaan tindak 
pidana kor'upsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten/f ota se Sumatera Sela tan; 

b. acuan bag� masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di 
lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se 
Surnatera Sela.tan yang ingin melaporkan dugaan tindak 
pidana korJpsi. 
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(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan: 

a. meningkatkJn upaya pemberantasan tindak pidana I 
korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan; 

b. mendorong I masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di  
lingkungan j Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se
Sumatera Selatan yang memiliki informasi dugaan tindak 
pidana koru'psi untuk melaporkannya secara aman dan 
bertanggungjawab; 

c. terlindunginya pelapor dari 
dengan dilgaan tindak 
dilaporkannya; 

rasa tidak aman 
pidana korupsi 

terkait 
yang 

d. tumbuhnya 
I 

persepsi masyarakat dan/ atau pejabat/ 
pegawai di I Provinsi Sumatera Sela tan, bahwa apabila 
melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin 
besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan; dan 

e. sebagai uraya memperkuat pengawasan intern, 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di 
lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-
Sumatera Selatan. 

'' 
BAB II 

ROANG LINGKUP 

I Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi : 
a. pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana 

korupsi; I 
b. perlindungan;I 
c. pemberian penghargaan; dan 
d. pemberian sanksi; 

BAB Ill 
PELAPORAN DI\N PENANGANAN PENGADUAN 

TINDfK PIDANA KORUPSI 
jBagian Kesatu 
I Pelaporan 

I Pasal 4 
(1) Pejabat/pegajai yang melihat, mendengar dan mengalami 

adanya dugatn tindak pidana korupsi dapat melaporkan 
kepada Inspektorat. 
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(2) Masyarakat y
1 

g memiliki informasi adanya dugaan tindak 

pidana korupsi dapat melaporkan kepada lnspektorat. 

Pasal 5 

1 .  Pelaporan sepagaimana dimaksud dalain Pasal 4 ayat (1) 

dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan/ atau 

2. 

tertulis melali.ii media elektronik dan/atau nonelektronik. 

Laporan sebcigaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal

hal sebagai b+ikut : 

a. kondisi p�nyirnpangan 

ketentuan 
I 

peraturan 

dampaknyai 

b. pihak yang diduga terkait; 

atau ketidaksesuaian dengan 

perundang-undangan dan 

c. lokasi kejadian penyimpangan; dan 

d. waktu kejadian penyimpangan. 

3. Laporan dilengkapi dengan data pendukung. 

4. Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang rnenerima, 
mengelola, �an menindaklanjuti pengaduan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

al� Kedua 
Penanganan Pengaduan 

j Pasal 6 
Inspektoral dal

t 

hal adanya laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, w jib : 

a. meneriroa la oran adanya dugaan tindak pidana korupsi 
I 

menggunakan berbagai media penerimaan laporan antara 

lain aplikasi pelaporan online, telepon, email, layanan pesan 

singkat dan aplikasi komunikasi lainnya serta pelaporan 

langsung yahg kemudian dikelola dalam satu aplikasi 

penanganan pengaduan (aplikasi pengaduan); 

b. mencatat ctan; mengadministrasikan laporan; 

c. menelaah laprran untuk menentukan tindak lanjut; 

d. mclakukan aadit investigasi; 

e. memberikan fekomendasi kepada pimpinan; 

f. melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi; 
g. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan; 

dan 

h. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan 

yang diajukan oleh pelapor dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tj.ga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
I 

pertanyaan diajukan. 
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I Pasal 7 

(1) Has ii telaah If poran yang memenuhi kriteria sebagaimana 
dima.ksud daljun Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan 
tindak lanjut berupa audjt investigasi oleh Inspcktorat. 

(2) Penugasan audit investigasi atas laporan tida.k dapat 
dila.kukan apdbila ditcmukan salah satu kondisi berikut 
a. laporan d�ngan materi yang sama sedang dalam atau 

telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan 

I 
(BPK) atau Aparat Pengawasan Intern 

Pemerint.afu (APIP) lainnya; dan 
b. laporan dcngan materi yang sama sedang dalam atau 

telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi 
penyidik, I yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

(3) Pelaksanaan 
I 
penugasan audit investigasi atas Japoran 

sebelum diter1bitkan surat tugas dilakukan haJ-hal sebagai 
berikut : 
a. penentuait tim audit oleh lnspektur; 

:.· ::;;�:r: 
hi

::�:=: 
pr

:::::� daya pendukung, 
antara If.in anggaran biaya audit dan sarana atau 
prasarana lainnya oleh lnspektur. 

�agian Ketiga 
�ekomendasi 

PasaJ 8 
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf e, 
dapat berupa : I 
a. penjatuhan J\\.ikuman disiplin; 
b. pengembalial} kerugian keuangan negara/ daerah. 
c. penyampaianj hasil audit investigasi kepada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia; dan/atau 

d. penyampaiani hasil audit investigasi kepada Komisi 
Pemberantas!m Korupsi Republik Indonesia. 

j Pasal 9 
Penanganan sepagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 dapat 
dilakukan moni\oring dan evaJuasi sebagai tindak lanjut hasil 
audit investigasi oleh Komisi Pemberan tasan Korupsi Republik 
Indonesia. 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN 

jPasal 10 
(1) Gubemur wajip memberikan perlindungan kepada pelapor. 
(2) perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberfan dalam hal Japoran mcmenuhi ketentuan 
sebagaimana fmaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 11 
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

berupa: 
a. perlindungan terhadap kerahasiaan; 
b. perlindungan terhadap karir; dan 
c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum. 

(2) Perlindungan lebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
wajib dilaksanakan oleh pengelola pengaduan dengan cara 
menjaga kerapasiaan identitas pelapor dan data/informasi 
yang disampaj.kan, dan dalam ha! informasi tersebut harus 
diungkapkan, maka : 
a. pengungktpan identitas pelapor hanya dapat dilakukan 

atas per!etujuan pelapor dan lnspektur, kecuali 
I 

,.a �+,_U\t\.\!f�OL.1 "1Ui'�/\½b. .. rp��\.tP.n. .�z;i 1n�a.r;i_cz01 1mJ � !:\_ oa n · 

b. pengungkApan data/informasi yang disampaikan oleh 
pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
lnspektur,' kecuali ditcntukan lain oleh peraturan 
perundanf •undangan; 

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah perlindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang 
bersifat adm_ristratif kepegawaian yang tidak objektif dan 
merugikan oerupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 
penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, 
pemindahan jtugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya 
atas pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan. 

(4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilakukan �engan berkoordinasi bersama Lembaga 
PerlindungJ Saksi dan Korban atau instansi lain yang 
berwenang b'erdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Pasal 12 
Setiap pejabat pada lnstansi Pemerintah Provinsi dilarang 
memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang 
merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan dugaan tindak 
pidana korupsi. l 
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jasal 13 
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf b dan hµruf c juga diberikan kepada pengelola 
pengaduan. I 

1 BAB V 

PEMBERlAN PENGHARGMN 
fasal 14 

(1) Gubemur dapdt memberikan penghargaan terhadap pelapor 
dan pengelola pengaduan sesuai dengan ketentuan 
peraluran perfdang-undangan. 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah berbentuk piagam penghargaan. 

(3) Selain piagamj penghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa : 
a. promosi jabatan; 
b. kenaikan pahgkat; 
c. pendidikan dan pelatihan; 
d. bcasiswa pe�didikan; dan/atau 
e. penghargaaf lainnya. 

(4) Penghargaan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalam hal laporan pengaduan berdasarkan Putusan 
t'"'- · · - J.:.,.,,,,,, --•of '"' .. �1 ..... 1,., ......... ,")"""n» ... •IJ;· l,n,l,,,,at-,n h,,1..,,,m t-of-or"I. rc1•��u...uc,u.J J&(Ib 1...c1c::1.J 1 .u . .1.""' ,,..u.i � u . .., ................ u........ . ......... _ _  • • • • •  1 

terbukti telah lerjadi tindak pidana. 

I BAB VI 

SANKS! 
j Pasal 15 

(1) PejabaL/pega,Jai yang tidal< melaporkan terjadinya 
mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi ' 
sebagaimana tlimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan 
hukuman disi�lin sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau 
kewenangannya melakukan tindak balasan kepada pelapor 
dikenakan htikuman disiplin sesuai peraturan perundang
undangan. 

(3) Pengelola pJngaduan yang mengungkapkan informasi 
sebagaimana ' dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (2) yang 
dilakukan dengan tidak. sesuai ketentuan dikenakan 
hukuman disfplin sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pejabat/pega,�ai yang berdasarkan hasil audit investigasi 
terbukti membuat laporan pengaduan palsu dan/atau 
membuat 
dikenakan 
undangan. 

ltporan pengaduan yang bersifat fitnah, 
hukuman displin sesuai peraturan perundang-
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BAB VIII
KETENTGAN PENUTUP

~aSal17
Peraturan Oubernur ini mulai

I
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan

L 12 -

(5) pejabat/pegaw, yang berdasarkan hasil audit investigasi
terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi
kelancaran proses kerja pengelola pengaduan, dikenakan
hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

lAB VlI

KETENTbAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Biaya yang diderlukan dalam rangka penyelenggaraan
Peraturan GUberpur ini dapat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan aelanja Daerah (APBD)dan/atau sumber lain
yang sah sesuai, dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
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